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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESLA
NOMOR : zg  TAHUN 1969

TENTANG |
POKOK -POKOK ORGANISASI KEDJAKSAAN AGUNG.

PRESIDEN REFPUBLIK INDONESIA,

: bahwa dalam rangka usaha mentjapai eflsiensi didalam pelaksanaan

tugas, dipandang perlu untuk menindjau kembali dan menetapkan pc:--
kok-pokox organisasi dan tata kerdja Kedjaksaan Agung ;

1. Paszal 4 ajar {) Undang-undang Dasar 19435 ;

2, Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan~ketentuan Po-
kok Kedjaksazn ;

3. Kepurusan Presidium Kabinet Awmpera No. 26/U/KEFP/9/1966 ;

Hagil-hasil musjawarah kerdja Kedjaksaan Selurch Indonesia tahun
1967.

Dengan mentjabut Keputusan Wakil Perdana Menteri Bicang Perta-

hanan dan Keamanan No. Kep/A/16/1960 tanggal 20 Mel. 1966 tgnfang
FPokok -pokok Organizasi Kementerian Kedjaksaan ;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-
POKOK ORGANISASI KEDJAKSAAN AGUNG. '
AR = L
ORGANISASI KEDJAKSAAN AGUNG
~ Pasal L
() Kedjaxsaan Agung dipimpiﬁ oleh seorang Djaksé. Apmg ;.

(2) Djakea Agung dibantu oleh 4 {émpat) orang Djaksa Agung Muda
jang riasing-masing bertugas memimpin : :
a. Bidang Intelligence ;
b, Bidang Chusus ; |
¢, LBidang Pemnbinaan ;

d, Bidang Pengawasan Umumn {Inspektorat Dienderal) ;
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Pasal 2,
Setiap bidang dimacsud dalam pasal 1 dibagl sebagai berikut :

a. Bidang hltelligenée terdiri atas :
l. Direktorar Politik ;
2. Direktorat Ekonomi ;

3. Direlkiorat T=rritorial,

b. Bidang Chusus, terdiri amas :
1. Direktorat Reserse,/Kriminil ;

2. Direktorat Penuntutan dan Pen jelé_saian Perkara.

¢. Bidapg Pembinaan, texdirl atas :
1. Direktorat Pexrsonalia ;
2. Direktorat Keuangan dan Materiil ;
3. Direktorat Hukum ; _
4, Direlktorat Pusat Pendidilan dan Latihan,

d. Bidang Pengawasan Umum (Inspektorat Djenderal), terdiri atas :
1. Asisten Inspektur Djenderal Operasi ;
2. Asisten Inspektur Djendéral Territorial .
3. Asisten Inspekitur Djenderal Administrasi,

Pasal 3.

Direkrorat-direktorat/Asisten Inspektur Djehdéral -asisten Inspektur
Dijenderal dari Bidang-bidang dimaksud dalam pasal 2 masing~-masing = -
mempunjai tugas sebagal berikur : '

(1) Bidang Intelligeace : ; _
i Dixekrorat Politik bertugas mengumpulkan dan menganalisa
bahan-bahan jang berhubungan dengan masalah-masalah ideologi- :
politik, keagamaan dan aliran -keﬁertj.ajaan masjarakar, orang-
asing serta keglartan-kegistan sub;;erai B I

2. Direkrorat Ekonomi bertugas mengumpulkan dan menganalisa ba -
han-bahan jang bersangkutan dengan masalah-masalah pelsnggar-
an dan pengatjavan ekonomi ;

3. Dircktoratoaieas.
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Direktorat Territorial bertugas menjelenggarakan Kegiatan -
keglatan jang berhubungan dengan rugas-tugas kemasjarakatan,
perkembangan Pers Nasional dan kegiatan-kegiatan Lembaga -
Kenzgaraan tingkat Pusat maupun Daerah,

{2) Bidang Chusus : .

3

Direkrorat Reserse/Kriminil bertugay menjelenggarakan kegiatan-
kegiatan penjidikan, investigasi = dan interogasi terhadap Iaporﬁn--
laporan arau fakes -fakea jang diduga merupakan pe]anggaran-hukum_
jang diperlukan guna pe.rsiapan-persiaphn untuk penuntutan arau
pen’ elesaian perkara ;

. Direktorat Penunturan dan Penjelesaian Perkara berrugas :

o}, menjelengearakan pemeriksaan dan penuntutan perkara-perka-
1a pidana jang sangaf penting dan menjangkut kepentingan Na-
sional jang gukar untuk diselesaikan oleh sesuetu Kedjaksaan
Tinggi ;

b)Y menjelengrarakan pengawasgan terhadzip perkara-perkara, ta-
hanan, barang bukti sitasn, barang rampasan dan denda, per-
kara-perkara banding, kasasi dan grasi ;

¢} mempertimbangkan kemungkinan deponering dari suatu perkara ;_.

Cd) menjelenggarakan statistik kedjahatan,

(3) Bidang Pembinaan :

1. Direkrorat Personalia bertugas menjelénggarékan kegiamn-kegiatmi.

jang berhubungan dengan masalah -masalah kepeg:twaian, kesed]ah--

teraan, kekaryawanan dan organlsasi

Dircktorat Kevangan da_n Materiil bertugas menjelenggarakan ke-

giatan-kegiatan jang berhubungan dengan masalah-masalah .&nggar-'

an/Pendapatan, pembiajaan, 10315uk{mater111 rumah -tangga dan
pengangkutan ;

. Direktorat Hukum beriugas menjelenggarakan kegiatan -keg:iatan ot

jang berhubungan dengan masalzh-masalah perundang umdangan,
reset dan perpustakaan ;

4., Direlktorat...v.u.a
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4, Direktorat Pendidilan dan Latihan bertugas menlelenggarakan
kegiatan-kegiatan jang berhubungan dengan masalah-masaiah
pendidikan dan latihan,

(4} Pidang Pengawasan Umum (Inspekrorat Djenderal) :

l. Asisten Inspekiur Djenderal diaérasi bertugas menjelenggarakan
pengawasaru dalam bidang-bidang kegiatan kedjaksaan Jang meli-
puiti pembinaan hukum/keamanan dan keglatan takeis kedjaksaan
beserta administrasi jang berﬁangkutan ;

2. Asisten Inspekiur Djenderal Téfritc:rial bertugas menjelenggara- |

kan pengawasan dalam bidaﬁgi-lﬁidang non-justitiel jang meliputl
kegiatan -keglatan Kedjaksaan dalam bidang tugas kemasjarakatan
dan kekaryawanan beserta administrasi jang bersangkutan ;

3. Asisten Inspektur Djenderal Administrasi bertugas menjelengga -
rakan pengawasan dalam bidang-bidang pembingan admirdstrasi
jang meliputl pembinaan personil, keuangan, materiil dan taa -

kantor,

Pasal 4,
Disamping Direkrorat-direktorat dimaksud dalam pasal 3, pelaksanaan

tugas tara-usaha sehari-hari dari Kedjaksaan Agung dilakukan cleh se~ -

buah Sekrogariat jang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum,
Pagal 3, | |

i} Untuk membanty kelantiaran pelaiksanaan tugasnjd sehari«hari, Djak-
ga Agung dasat dibantu oleh sebuah Staf Ahll jang bertugas memhahas
. nasalah chusus jang diminta ole.h Djaksa Agung ;

(2) Staf Ahli dipimpin oleh seorang Ketua dengan anggota -angyota tenaga
ahli dibidang Kedjakgaan baik dari dalam maupun dari luar hngkung-
an Kedjaksaan.

Pas'al 6‘ i"lriil"lriu g .
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Pasal &,

() Untuk dapat melaksanakan tugasnja, Direktorat-direktorat dan
Sekretariat dibagi dalam baglan-bagian beserta kesatuan kerdja
bawahan lainnja jang diperlukan jang akan diatur lebih landjut
dengan keputusan [Yaksa Agung ;

(2) Para Asisten Inspektur Djenderal dalam melaksanakan tugasnja

masing -masing dibantu oleh beberapa Inspektur jang diperlukan
jang akan diatur lebih landjut dengan keputusan Djaksa Agung,
2

Pasal 7.

Scsuai dengan kebutuhan, apabila dipandang perlu dalam lingkungan
Kedjaksaan Agung dapat diadakan suatu Badan atau Lembaga lainnja

- jang berada dibawah dan ditetapkan demgan keputusan Djaksa ﬁgmg,

setelah mendapat persetudjuan dari Presiden.
Pazdl 8, |

{1) Dalam mendjalankan tugasnja sehari-hari para Djaksa Agung Muda
dan Sekretaris Umum bertanggung djawab kepada Djaksa Agung ;

{2) Para Direktur dan Asisten Inspekeur Djenderal dalam mendjalankan

tugasnja eehari-hari bertaanung djawab kepada Djaksa Agung Muda
Bidang ‘ang bersangkutan, sedangkan Kepala-kepaia Kesatuan Kerdja
lainnja setjara hierarchi bertanggung djawab kepada rnasing-masing
pimpinzn jang membawali kesatuan kerdja jang bersangkutan.

BEAB - 1II

e

KEDJAKSAAN TINGGIL, KEDJAKSAAN NEGERI
CAN PERWAKILAN KEDJAKSAAN NEGERI

Fasal 9,

() Kedjaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisak-plgahkan,

{2) Kekuasaan Kedjaksaan dllakukan cleh Ke:djaksaan Agung, Ked]aksa-

an Tinggl dan Kedjaksaan Negeri

(3) Kedjaksaan ...
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(3) Kedjaksaan Agung membawahi Kedjaksaan Tinggl, Kedjaksaan Megeri
dan Perwakilan Kedjaksaan Negeri. :

Pagsal 10,
(1) Kedjaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Djaksa Tinggi/Kepala Kedjak- :
saan Tinggi, EIJ

(2} Untuk dapat melaksanakan tugasnja sehari-hari, Djaksa Tinggi/ Kepala
Kedjaksaan Tinggi dibantu oleh 3 {tiga} orang Asisten dan 1 {satu) orang
Ingpektur Dacrah,

Pasa}l 1.
1} Kedjaksaan Negeri dipimpin oleh scorang Kepala Kedjaksaan Negerd.

{2) Untuk dapat melaksanakan tugasnja sehari-hari, Kgpala Kedjaksaan
Negeri dibantu oleh 3 {tiga} orang Kepala Bagilan.

et o PO s

Pazal 12,

(1} Ditiap-tiap Daerah Kedjaksaan Negeri dapat dibentuk Perwakilan Kedjak- '
saan Negerl jang dipimpin cleh seorang Kepala jang bertanggur gndjawah

oy

langsung kepada Kepala Kedjaksaan Negerl

(2) Didalam Daerah Hukum Perwakilan Kedjaksaan Negeri d-ﬁpa.t dibentuk -
Fos Kedjaksaan Negeri jang dipimpin oleh seorang Kepala jang bertang- -
gung-djawab kepada Kepala Perwalkllan Kedjaksaan Negeri jang bersang-
kutan. . '

UON s

BAE - I '

KEPEGAWAIAN

Pasal 13.

T e

{1} Pengangkatan,pemberhentian Djaksa Agung ditetapkan dengan Keputusan !

Presiden.

(2} Djaksa Agung Muda, Djaksa Tinggi/Kepala Kedjaksaan Tinggl, Direk-
rur/Kepala Direktorat, Asisten Inspeltur Djenderal, Sekxetaris Umum
dan Staf dianpkat/diberhentikan ¢leh Presiden atas usul Djaksa Agung'.

(3) Pengangkatan/ ....... e
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{3) Pengangkatan,pemberhentian Kepala Bagian, Inspektur Kepala Kedjaksa -
an Negeri, Asisten dan Inspekrmur Daerah pada Kedjaksaan Tinggl serta
Kepala Kesatuan Kerdja lainnja ditetapkan dengan keputusan Djaksa Agung.

B Jﬁ.\- B Py I-:'lrt

KETENTUAN PENUTUP

Fazal 14,

Kelengkapan susunan organisasi, perintian mgas dan tata kerdja Kedjaksa-
an Agung, Kedjaksaan Tinggl dan Kedjaksaan Negeri akan diatur lebih landjut
dengan Keputusan Djaksa Agung.

Pasal 15,

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, akan ditetap-
kan lebih landjut dengan keputusan tersendiri,

Fasal 16, .

Sermua peraturan/keputusan jang bertentangan dengan Keputusan Presiden |
ini, dinjatakan tidak berlaku lagt,

Fazal 17,

Keputusan Presiden inf mulai berlaku pada hax! tangegal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djaksrta

pada tanggal, 22~ Maret 1969

FRESIDEN REFU
SOEHARTO
DJENDERAT. TNL

INDONESIA,
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